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Pendahuluan

Penelitian ini fokus pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan
yang Dilakukan oleh Mario Dandy. David Ozora diserang oleh
Mario Dandy pada 20 Februari 2023 setelah Mario mengetahui dari
Amanda bahwa David diduga menganiaya pacar Mario, Agnes. Mario
dan dua temannya, Agnes dan Shane Lukas, menggunakan Jeep
Rubicon untuk menemui David di rumah temannya. Setelah terlibat
pertengkaran, Mario menganiaya David dengan pukulan dan
tendangan, termasuk memukul kepala David dengan sepatu bot
hingga David tidak sadarkan diri. Penganiayaan tersebut direkam
oleh S dan video tersebut menyebar di media sosial, menyebabkan
penahanan Mario dan S oleh pihak kepolisian
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Keluarga David Ozora menghadapi kesulitan finansial karena biaya
rumah sakit yang diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah, sementara
Mario hanya bersedia membayar 500 juta rupiah. Meski sudah ada
janji pembayaran sisa ganti rugi setelah putusan, Mario belum
memenuhi kewajibannya. Keluarga David terpaksa menggadaikan
sertifikat tanah untuk menutupi biaya rumah sakit karena Mario
menghindari tanggung jawabnya.

Pendahuluan
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

A. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Penganiayaan ?
B. Bagaimana Proses Penyelesaian Perkara Penganiayaan Secara

Perdata ?
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Pembahasan A
Sebelum UU No. 13/2006 disahkan, perlindungan bagi saksi dan 
korban dalam sistem peradilan perdata di Indonesia sangat minim. 
Banyak kejahatan tidak dilaporkan karena saksi takut pada 
ancaman, intimidasi, atau penyuapan. Akibatnya, penegakan hukum
menjadi tidak efektif, merugikan negara, dan sering mengabaikan
hak-hak korban seperti perawatan medis, rehabilitasi, dan 
kompensasi, yang hanya dianggap penting saat mereka bersaksi.
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Pembahasan B
Dalam sistem hukum Indonesia, kasus perdata dimulai dengan
mediasi sebagai langkah awal untuk mencapai penyelesaian damai. 
Jika mediasi gagal, gugatan resmi diajukan ke pengadilan. Gugatan
harus mencantumkan rincian kasus, termasuk jumlah klaim dan 
dasar hukum, seperti Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi. 
Setelah gugatan diterima, tergugat mengajukan jawaban, dan 
penggugat dapat menanggapi dengan replik. Tergugat kemudian
dapat memberikan dokumen duplikat, memastikan semua argumen
dan bukti dipertimbangkan
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Pembahasan B
Selama tahap pembuktian, kedua belah pihak menghadirkan saksi
dan bukti untuk mendukung pernyataan mereka. Pengadilan
memeriksa semua informasi untuk menentukan fakta dan
kelayakan argumen. Setelah pembuktian, penggugat dan tergugat
menyampaikan kesimpulan akhir, dan pengadilan memberikan
putusan mengenai klaim ganti rugi dan kewajiban pembayaran. Jika
tidak puas dengan putusan, pihak-pihak dapat mengajukan banding
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
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Temuan Penting Penelitian

➢ Perlindungan bagi korban dengan hak-hak pemulihan seperti
perawatan medis dan kompensasi. 

➢ Proses penyelesaian perkara penganiayaan secara perdata
mengikuti prosedur yang jelas mulai dari mediasi hingga putusan
dan banding.
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Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang konsekuensi hukum penganiayaan dan kewajiban ganti
rugi perdata, serta mengedukasi mengenai hak-hak korban,
tanggung jawab pelaku, dan prosedur menuntut ganti rugi.
Dengan menegakkan hak korban dan memastikan pelaku
bertanggung jawab, sistem peradilan akan diperkuat dan
keadilan dapat ditegakkan.
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